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Penyelenggaraan Pemerintah bersih dan bebas dari korupsi merupakan syarat penting untuk pertumbuhan
dan pemerataan ekonomi. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan
Korups Tahun 2023-2024 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu (8/03).

Sebelum memaparkan terkait aksi pencegahan korupsi, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut
mengawali paparannya dengan menyampaikan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil
mencapa 5,3% (yoy) pada tahun 2022 yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
Pertumbuhan ini juga menjadi yang tertinggi kedua di antara negara G20 (setelah Arab Saudi). Adapun
probabilitas resesi ekonomi Indonesia tergolong rendah, yakni hanya 3%, jika dibandingkan sebagian besar
negaradi dunia.

“Artinya 97% insyaallah tidak adaresesi,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga mengingatkan bahwa Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi



puncak bonus demografi sampai sepuluh tahun ke depan. Momentum yang hanya sekali terjadi dalam
segjarah suatu bangsa perlu diperhatikan agar Indonesia dapat melompat menjadi high income country. Untuk
itu, seluruh sumber daya bangsa harus dioptimalkan, dan saah satunya dengan melakukan pencegahan
korupsi, termasuk dengan menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Perlu diketahui, di tahun 2018, Stranas PK menjadi pilar utama untuk pencegahan korups di Indonesia
Untuk tahun 2023-2024, aksi pencegahan korups terdiri dari 3 fokus yaitu perizinan dan tata niaga,
keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Sebagai penjabaran dari fokus dan sasaran
Stranas PK, dibentuklah program dan kegiatan yang merupakan wujud aks dari pencegahan korups di
berbagai sektor, termasuk sektor perizinan dan tata niaga.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Stranas PK, Lembaga National Single Window,
dan Kementerian/Lembaga terkait telah bersinergi untuk membangun Neraca Komoditas sebagai dasar
pertimbangan kebijakan Pemerintah di bidang ekspor-impor. Neraca Komoditas sendiri merupakan
pengembangan dari dashboard pangan impor strategis sgjak rencana aksi Stranas PK tahun 2019-2020 dan
rencana aks Stranas PK 2021-2022. Neraca komoditas ini berbasis sistem yang terintegrasi di dalam
Indonesia National Sngle Window (INSW).

“INSW ini juga menggabungkan dua sistem yakni Logistik, Bea Cukai, Pelabuhan, dan juga terkait dengan
neraca komoditas. Dan tentu dengan satu Indonesia National Sngle Window, seluruh proses akan terlaksana
secara transparan dan siapapun bisa mengakses. Inilah satu hal yang membedakan, bahwa sebelumnya
proses itu terkotak-kotak di Kementerian/Lembaga. Dan dengan Neraca Komoditas, seluruhnya berbasis
transparans dan berbasis sistem. Jadi kalau bicara digital government, ini yang menjadi awal dari
digital government, dimana seluruh proses tidak mengena Sabtu-Minggu,” jelas Menko Airlangga.

Adapun output Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor Tahun 2023-2024 terdiri atas 3 milestone
yaitu implementasi Neraca Komoditas Transisi, implementas single submission perizinan ekspor impor, dan
penyederhanaan persyaratan serta proses bisnis verifikasi.

“Tiga milestone tersebut diharapkan bisa menyelesaikan ekspor-impor dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan
tepat sasaran,” kata Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga dalam kesempatan terssebut juga menjelaskan bahwa Kemenko
Perekonomian juga berhasil mengoordinaskan One Map Policy untuk menjadi solusi permasalahan
tumpang tindih lahan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme penyelesaian dari tumpang tindih
lahan juga sudah jelas dan sudah diatur.

“Kita sudah selesai 85 tematik tuntas dan kita tambahkan 153 tematik, totalnya 153. Dan di harapakan tahun
ini dan tahun depan bisa diselesaikan,” ungkap Menko Airlangga.

Sebelum menutup penjelasanya, Menko Airlangga mengungkapkan terkait balance positif sebuah
perdagangan. “Alhamdulillah Indonesia hampir dengan semua negara positif. Dengan India, dengan
Amerika Serikat, dengan Eropa, neraca kita positif,” ungkap Menko Airlangga.

Menutup penjelasannya, Menko Airlangga berharap penandatanganan ini menjadi milestone penguatan
komitmen Kementerian dan Lembaga dalam aksi pencegahan korupsi.

Dalam sesi doorstop usai acara tersebut, kepada awak media Menko Airlangga juga menjelaskan terkait
upaya pengendalian inflas yang dilakukan Pemerintah. Kepala Daerah tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota didorong untuk menjaga komoditas-komoditas yang kelihatannya bergerak, termasuk
didalamnya beras kemudian dan beberapa komoditas lain.

“Tentu kerja sama antar daerah menjadi penting dan yang kedua, komunikasi kepada publik juga menjadi
penting. Dan tentu pada bulan Maret ini akan ada musim panen beras. Dimana kami dengan arahan Bapak



Presiden, meminta Bulog untuk menyerap beras dari masyarakat sehingga tentu satu pihak kita menjaga
inflasi, tetapi di pihak lain kita juga menjaga nilai tukar petani. Jangan sampal pada saat sebelum panen
harga beras meningkat tapi pada saat panen harganya anjlok,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara penandatanganan tersebut Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Investasi,, Ketua KPK, Wakil Ketua KPK, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, dan para eselon 1 Kementerian terkait. (Itg/fln)
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